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PENGANTAR REDAKSI

Memasuki tahun 2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR Rl kembali menghadirkan Majalah Kajian
untuk para pembaca dalam Edisi Maret 2017. Berbagai isu yang disajikan dalam Edisi Maret ini sangat
beragam, baik bidang politik maupun ekonomi. Terdapat enam tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah
tulisan yang disumbangkan para penulis baik dari internal maupun penulis dari luar Pusat Penelitian.

Tulisan pertama berjudul “Mahkamah Kehormatan DPR dan Upaya Penegakkan Kode Etik DPR RI”, yang
ditulis oleh Syarifuddin Syukur dan Gerby. Artikel ini mengulas tentang pentingnya Mahkamah Kehormatan
DPR sebagai alat kelengkapan Dewan yang berfungsi menegakkan etika dan kehormatan Anggota DPR selama
masa jabatannya.

Artikel kedua adalah tentang “Pemilihan Gubernur DKIJakarta 2017: Strategi Politik Kandidat”, yang ditulis
oleh Aryojati dari Pusat Penelitian. Artikel ini menarik untuk dibaca dan dicermati mengingat “kemeriahan dan
ketatnya pertarungan politik” antar-calon dalam proses pemilihan kepala daerah serentak 2017, termasuk
pemilihan gubernur/wakil gubernur DKI Jakarta menjadi dominan dan tidak dapat terhindarkan.

Tulisan ketiga membahas sisu ekonomi-perdagangan dengan judul “Dampak Liberalisasi Perdagangan
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, yang ditulis oleh Eka Budiyanti—peneliti ekonomi dari Pusat
Penelitian. Liberalisasi perdagangan dunia adalah fenomena yang tidak bisa dielakkan oleh setiap negara
termasuk Indonesia sebagai salah satu negara eksportir di dunia dengan sistim perekonomian terbuka.

Tulisan keempat ditulis oleh saudara Haryadi dengan judul "Terobosan Global Energi Terbarukan:
Pembelajaran dan Implikasinya Bagi Indonesia”. Energi terbarukan merupakan kebijakan energi nasional
yang harus terus direalisasikan mengingat energi fosil (unrenewable energy) energi semakin lama semakin
menipis. Sehinga Indonesia harus terus mengembangkannya bagi kehidupan penduduk di masa datang.

Tulisan tentang “Mekanisme, Jenis Pendanaan dan Pertanggungjawaban Dana Penanggulangan Bencana
di Daerah” yang ditulis oleh Edmira Rivani dari Pusat Penelitian juga penting untuk dihadirkan bagi pembaca.
Geografi Indonesia memang sangat rentan terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, erupsi
gunung merapi, banjir, dan lain-lain. Sistem dan mekanisme penanggulangannya serta pendanaannya
merupakan aspek yang harus dikelola dengan baik agar penanganan suatu bencana (lokal dan nasional)
dapat diatasi dan diminimalisir.

Tulisan yang terakhir berjudul “Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat”, yang
ditulis oleh Ari Mulyanta Ginting yang juga peneliti dari Pusat Penelitian. Ekonomi kreatif saat ini dan di masa
mendatang menjadi salah satu penggerak ekonomi utama Indonesia. Bahkan pemeirntah telah membentuk
Badan Ekonomi Kreatif guna mendukung pengembangan ekonomi kreatif atau industri kreatif di masyarakat.
Provinsi Jawa Barat khususnya Kota Bandung merupakan salah satu lokasi pengembangan ekonomi kreatif
di Pulau Jawa yang secara terus-menerus melakukan berbagai kreasi-kreasi berbasis ilmu pengetahuan dan
teknologi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di Jawa Barat.

Demikianlah keenam karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian edisi bulan Maret 2017.
Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami
tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi
berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si, Prof. Dr.
Carunia Mulya Firdausy, Prof. Dr. Ir. | Wayan Rusastra, M.S., dan Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si, sebagai
mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Maret 2017

Redaksi
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LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa
izin dan biaya.

Syarifuddin dan Kemas Gerby Novario (Universitas Sriwijaya)

MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI
Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, him. 1-14

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dulu bernama Badan Kehormatan (BK), adalah salah satu
alat kelengkapan DPR Rl dalam menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai
lembaga perwakilan rakyat. MKD memiliki fungsi melakukan pemantauan dalam rangka fungsi
pencegahan terhadap perilaku anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban
anggota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Tata Tertib dan Kode Etik
DPR. Beberapa kasus pelanggaran kode etik sepanjang tahun 2015 seperti terlibatnya salah satu
anggota DPR RI dalam skandal Freeport, perkelahian sesama anggota dewan, dan pertemuan
ketua dan wakil ketua DPR Rl dalam kampanye salah satu kandidat presiden Amerika Serikat
berujung pada persidangan MKD dan pemberian sanksi. Beberapa sidang MKD mengenai kasus
pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR yang belum jelas keputusannya menjadi
gambaran ketegasan MKD. Tulisan ini bertujuan memberikan masukan kepada MKD sebagai
salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap untuk bertindak tegas serta bekerjasama
dengan pihak lain dalam upaya pemantauan, pencegahan, penyelidikan dan pemberian sanksi
tegas dalam meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Artikel ini
menggunakan studi literatur dan studi kasus dalam pendekatan masalah.

Kata kunci: DPR, MKD, kode etik, etika, tata tertib.



Aryojati Ardipandanto (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017: STRATEGI POLITIK KANDIDAT
Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, him. 15-31

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta sebagai barometer penting dalam menentukan peta
politik secara nasional. Selain petahana mencalonkan diri kembali, Pasangan Calon lainnya adalah
Agus-Sylvi dan Anies-Sandiaga. Dari hasil kajian dengan metodologi studi pustaka/literatur dan
observasi, ditemukan bahwa strategi penonjolan prestasi-prestasi kinerja Petahana yang dapat
merubah birokrasi menjadi lebih efektif dan bersih, penataan kota yang lebih tersistematis dan
terstruktur, dan ketegasan dalam memberantas korupsi, serta strategi mengkritik kebijakan
Petahana yang “kurang manusiawi”, sebagaimana yang dipakai oleh Pasangan Agus-Sylvi, masih
kalah efektif dengan strategi isu SARA yang diandalkan oleh Pasangan Anies-Sandiaga. Realitas
ini menghasilkan pembelajaran politik bagi calon-calon pemimpin politik selanjutnya, dan, di sisi
lain, menyadarkan bahwa UU Pemilu perlu disempurnakan untuk dapat menyikapi konten SARA
dalam kampanye, khususnya di media sosial, agar tidak membahayakan persatuan bangsa.

Kata kunci: Pilkada DKI Jakarta, Strategi Politik, petahana, SARA, UU Pemilu.



Hariyadi (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

TEROBOSAN GLOBAL ENERGI TERBARUKAN:
PEMBELAJARAN DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, him. 33-44

Upaya global dan dukungan kemauan politik nasional untuk revolusi energi terbarukan menjadi
kebutuhan yang semakin signifikan di masa depan sebagai instrumen mitigasi iklim. Untuk
mencapai tujuan ini, tata kelola global harus dibuat lebih demokratis, partisipatoris dan inklusif
secara polisentris. Ulasan kritis terhadap tulisan “The Clean Energy Revolution: Fighting Climate
Change With Innovation”, karya Sivaram & Norris (2016), menunjukkan bahwa upaya ini layak
dilakukan seiring dengan tingginya tingkat konsumsi energi dunia, sementara target mitigasi iklim
akan sulit tercapai, sekalipun target-target The Paris Agreement dilaksanakan. Sebagai negara
dengan komitmen besar dalam pengembangan energi terbarukan dan berperan dalam mitigasi
iklim, Indonesia berkepentingan terhadap diskursus upaya ini. Tantangannya terletak pada harus
adanya kemauan politik pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintahan baru di AS, bagaimana
pun akan mewarnai derajat legitimasi upaya ini di dalam negeri AS itu sendiri. Kondisi ini juga
akan mempengaruhi tingkat legitimasinya secara nasional dan global dari upaya revolusioner ini.

Kata kunci: energi terbarukan, mitigasi iklim, Indonesia, tata kelola global, terobosan global.



Eka Budiyanti (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, him. 45-57

Globalisasi di bidang perdagangan telah mendorong Indonesia untuk turut serta menerapkan
kebijakan liberalisasi perdagangan. Muncul pendapat bahwa liberalisasi perdagangan justru akan
menurunkan perekonomian. Halinimenjadi perdebatan karena kebijakan liberalisasi perdagangan
dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Bagi Indonesia, liberalisasi
perdagangan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan perekonomian.
Karena itu, menjadi penting untuk menganalisis bagaimana dampak liberalisasi perdagangan
terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan studi empiris sebelumnya, dilakukan analisis
dengan menggunakan metode Error Correction Model, untuk mengetahui dampak liberalisasi
perdagangan terhadap perekonomian di Indonesia selama periode tahun 2005-2015. Variabel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah keterbukaan perdagangan dan pertumbuhan
ekonomi. Sedangkan variabel kontrol makroekonomi yang digunakan adalah investasi dan inflasi.
Data yang digunakan adalah data kuartalan yang bersumber dari BPS dan World Bank. Adapun
hasil uji empiris menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan secara signifikan berdampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,05. Artinya, 1 persen kenaikan perubahan
keterbukaan perdagangan menyebabkan perubahan pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar
0,05 persen. Jika dilihat dari nilainya, dampaknya memang tidak terlalu besar. Tetapi, hal ini
sudah cukup membuktikan bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan Indonesia selama ini
mampu mendorong perekonomian. Untuk meningkatkan dampak positif ini, pemerintah perlu
melakukan reformulasi kebijakan liberalisasi perdagangan yang dapat terus meningkatkan
perekonomian Indonesia.

Kata kunci: globalisasi, liberalisasi perdagangan, Indonesia, Error Correction Model,
perdagangan bebas.



Edmira Rivani (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

MEKANISME, JENIS PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA PENANGGULANGAN BENCANA DI DAERAH

Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, him. 59-70

Indonesia menempati peringkat kedua dalam data jumlah kematian tertinggi akibat bencana
alam di wilayah Asia Pasifik. Bencana yang terjadi di Indonesia membutuhkan penanganan yang
baik, agar masyarakat yang tertimpa bencana mampu bangkit kembali. Dengan ditetapkannya
UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan
bencana diharapkan akan semakin baik, karena Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi
penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana
yang baik harus didukung oleh penganggaran, pencairan dan penggunaan dana secara baik,
transparan dan akuntabel, baik yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah
daerah maupun masyarakat. Penelitian ini mencoba meneliti lebih lanjut mengenai mekanisme,
jenis pendanaan, dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana di daerah serta
mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penanggulangan bencana ditemukan
beberapa masalah, yaitu kurangnya kesiapsiagaan beberapa daerah menghadapi potensi
bencana, adanya bantuan yang tidak dapat dimanfaatkan korban pada tahap tanggap darurat
bencana, ketergantungan daerah yang sangat besar pada BNPB, tumpang tindihnya kegiatan antar
instansi pemerintah, dan beberapa permasalahan lain. Untuk mengatasi hal itu, beberapa hal
harus diperhatikan, seperti perlunya penetapan definisi dan parameter yang jelas suatu kejadian
dikatakan sebagai bencana. Pengategorian ini sangat penting karena akan berimplikasi pada
banyak hal, seperti pendanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pengalokasian sumber
daya, menghindari kesewenang-wenangan penggunaan anggaran oleh pihak-pihak terkait
yang dapat berakibat pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi kegiatan penanggulangan
bencana.

Kata kunci: status bencana, penanggulangan bencana, bantuan bencana, dukungan pendanaan.



Ari Mulianta Ginting (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI PROVINSI JAWA BARAT
Kajian Vol. 22, No. 1, Tahun 2017, him. 71-84

Negara di dunia sedang mengalami perubahan gelombang dari ekonomi berbasis pertanian
pada fase awal hingga sekarang memasuki fase ekonomi kreatif. Termasuk Indonesia, khususnya
Provinsi Jawa Barat, memiliki potensi dan sumber daya ekonomi kreatif yang melimpah. Tulisan
ini berdasarkan penelitian lapangan pada tahun 2016 dan memiliki tujuan untuk mengungkapkan
perkembangan ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Barat, dan
mengindentifikasi permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dalam menjawab permasalahan diatas. Berdasarkan
hasil penelitian ini ditemukan beberapa masalah yang menjadi penghambat ekonomi kreatif,
diantaranya adalah aspek keuangan dan permodalan, aspek Sumber Daya Manusia (SDM), aspek
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Aspek pemasaran. Untuk mengatasi permasalahan
tersebut dibutuhkan langkah konkrit dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat,
di antaranya dengan mencari alternatif pembiayaan bagi ekonomi kreatif, mengembangkan
konsep quatro helix model bagi pengembangan ekonomi kreatif, melakukan pemasaran dengan
penekanan local brand dan melalui media sosial, serta bagian terpenting bagi pengembangan
ekonomi kreatif adalah aspek HAKI. Kombinasi langkah tersebut, jika dijalankan dengan baik,
dapat meningkatkan perkembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: ekonomi kreatif, strategi pengembangan, SDM, HAKI, pemasaran, Jawa Barat.



